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KoruPsi, Kolusi dan
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Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3851); .z

BUPATI K ATINGAN,

bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan-.pelyajian laporan

keuangan p.**Iirrt"h sibagaimana disebutkan dalam

o|';u1!f g psep O1 huruf c dan e adalah untuk menvqiikan

i"io6r""i yang berguna untuk pengambilan keputusan dan

rrnt ",f. *"rr,rt]r-*kan akuntanbilitas entitas pelaporan atas

sumber daya yang dipercayakan kepadanya' *Paragraf 21

psnp Nomor be iu*pir*o I pp Nomor 71 Tahun ZaLa

rnenyatakan batrwa Pendapatan-LRA diakui pada; slat
alt"ri*" pada Rekening Kas Umum Negera f Daerah dan

iaragraf 
-22 pSAP Nomor O2 Lampiran II PP Nomor 71

Tahun 2010 menyatakan bahwa Pendapatan diakui pada

saat diterima p*a" rekening Kas Umum Negara I Daerah'

Pengakuan pendapatan ditentukan oleh BUN/BUD sebagai

pemegang otoritas" '
bahwa Pemerintah Kabupaten Katingan sejalan dengan

tujuan pelaporan keuangan tersebut, maka BUD sebagai

p**"g*g oioritas, seluruh pendapatan-yang berbentuk kas

;"jtt" a;i4it<an sebagai Uagian sumber daya kas oleh

"rriit"" 
yang m"rrggurrakannya dan dilaporkan kepada

BUD. "/

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan b , perlu menetapkan Peraturan

bupati tentang Pengakuan pendapatan yang diterima pada

Kas umum D..rah Bersumber dari Anggaran di Luar
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah -

b.

c.

Tahun 1999 tentang
Bersih dan Babas dari
Nepotisme {Lembaran

Tahun 1999 Nomor 75,
Republik Indonesia



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2AAZ tentang
pembentukan T{abupaten Katingan, Kabupaten 

_ 
Seruyan,

Kabupatensutamat*,KabupatenLam-andau'Kabupaten
GunungMas,KabupatenFulangPisau'-KabupatenMurung
R*yr, ian Kabupatin Barito Timur di Propinsi Kalimantan

Tengah{LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun
zaazNomorlstamu.atranLembaranNegaraRepublik
Indonesia Nomor afi8) /

3.Undang*UndangNomorlTTahun2oo3tentangKeuanga.n
Negara {Lembarai Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a2861; "r

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendah;;;Negara {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); /
5. Un-dang-Undang Nomor 15 Tahun 2OA4 tentang

pemeriksaan Pingelolaan dan Tanggungiawab Keuangan

Negara (Le;bara; Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, i;baha; Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4aOA\ t
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang

pemerintahan ilaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahua2aa4NomorLzs,TambahanlembaranNegara
Republik indonesia Nomor 44371 sebageimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2005 tentang

fenftapan Peratlran Pemerintah Pengganti Undan-Undang

Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor eZ Tahun 2OA4 ientang Pemerintahan Daerah

menjadi Undang-Undang{Lembaran - 
Negara , Reptblik

Indonesia Tahun LOOS Nomor Lgg, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia nomor 45a8);r

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
pemerintahan Daeiah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AA4 Nomor L26, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438};t
g. uiaang_*ndang Nomor L2 Tahun 201 1 tentang

Pembenlukan Peraturan Perundang-undangan
(L,embaranNegaraRepublik'_IndonesiaTahun2oll
Nomor 82, Tamb*f,"t Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 52341;t
g. Peraturan pemerintah Nomor 2A Tahun 2001 tentang

PembinaandanPengawasanatasPenyelenggarlr
pemerintahan Daerai {kmbaran Negara 

_ 
Republik

Indonesia Tahun 2AOl No*ot 4!, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4A9A\'r

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum (Lembaran ttegari Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 45O21;'r
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO5 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan {l'embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 49 ' Tambahan

Lembara" N;;;;-Republik Indonesia Nomor 45o3); /

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana ferimbang; {Lembaran Negara fenublit Indonesia

Tahun2005No"morlST,TambahanI,embaranNegara
RePublik Indonesia Nomor 4575\; t

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah

(Lembaran oi"**" Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor

138, Tambah;; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4576\; t
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang

Pengelolaan Keuangan D*9te (Lemlarg Negara Republik

Indonesia rat un "zoos Nomoi L4O, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 45781;'t

L5. Peratrrran Pernerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang

Pedoman P";y;;;" dan Penerapan - Standar Pelayanan

Minimal lLembaran Negara nepublit Indornesia Tahun 2005

NomorL5O,Tambahant'embaranNegaraRepubliklndonesia
Nomor 4585); I

].6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20A6 tentang

Laporan K;;;;g'" 
_- 

d31. Kinerja - Iry?tt*i Pemerintah

{Lembaran **i" l"plrUtitt Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tamb-h""-G;baian Negara Republik Indonesia Nomor

a6l4l;r

lT.PeraturanPemerintahNomorTTahun2o0Stentang
DekonsentrasidanT\rgasPembantuan(LembaranNegara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20' Tambahan

Lembaran il;;;; Republik Indonesia Nomor asl6\;/

ls.PeraturanPemerintahNomor60Tahun2ooStentang
sistem p"rrg""uJi"" Intern Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesla Tahun 2008 Nomor L27 '
Tambaha"- 

-t*u 
aran Negara Republik Indonesia Nomor

489O);.2

lg.PeraturanPemerintahNomorTlTahun2olotentang
standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

RepubliklndonesiaTahun2oloNomorl2S,Tambahan
Lembaran N;;;" Republik Indonesia Nomor 5165); z

20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2OO8 tentang Pembagian

UrusanPemerintahyangMenjadiKewenanganPemerintah
KabuPate n t{atingan' /

2l.PeraturanDaerahKabupatenKatine*',ry9mor].Ta}run20o9
tentangPokok-pokokPengelolaairKeuanganDaerah
Kabupaten, katingan (Iimbaran Daerah Kabupaten

Katingan Tahun 2OAg Nomor 1); /

J
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22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2AA6

tentang Pedoman Pengelolaan $euangan Daerah

sebagalmana telah disempurnakan dengan Peraturan
Mentiri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2OOT tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011'
- - 

ientang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional

sekolah (BOS) {Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 20111 Nomor 807, );

24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2Ol2
tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negel Nomor

32 Ta[un 20 t 1 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD ;

MEMUTUSI(AIT:

MCNCTAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAKUAN PENDAPATAN

YANG DITERIMA DILUAR REKENING KAS UMUM DAERAH

BERSUMBERDARIANGGARANPENDAPATANDAN
BELANJA DAERAH

BAB I

KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Katingan ini, yang dimaksud dengan :

{1} Daerah adalah Kabupaten Katingan

a| Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Katingan

(3) Bupati adatah Bupati Katingan.

(4) Keuangan Daerah adalah semua Hak dan Kewqjiban daerah dalam

rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan

uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan

dengan hak dan kewajiban daerah tersebut'

{5} Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang

dibahas dan disetu.iui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan

ditetapkan dengan Peraturan Daerah

(6) Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah

perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna

arlggaranl Pengguna barang.



(7) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut SKPKD

adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku

pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan

pengelolaan keuangan daerah dalam ha1 ini Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Keuangan Daerah"

(8) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD

adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang

selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara

umum daerah.

(9) Bendahara umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD

yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah'

(10) Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

{11} Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai

penambah nilai kekaYaan bersih'

(12) Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah

daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah iainnya, perusahaan

daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara

spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersefat tidak wajib dan tidak

mengikat, serta tidak secara terus menerusyang bertujuan untuk

menunj ang penyeienggaraan pemerintah dearah'

{13} Bantuan operasional sekolah yang selanjutnya disingkat Bos adalah

dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan

pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat

dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan iain sesuai petunjuk

teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan'

(14) Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada

Gubernur sebagai wakil Pemerintah dani atau kepada instansi Vertikal

di wilayah tertentu.

(15) Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang

dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerint*h y*ng mencakup

$emua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan

dekonsentrasi. Tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi

vertikal Pusat di daerah.

{16} Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerahl

a.tau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten, atau kota danl

atau desa serta dari pernerintah Kabupaten atam kota kepada desa

untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporan dan

mempertanggungiawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan
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(17) Dana Tugas Pembantuan adalakr dana yang berasal dari APBI{ yang

dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan

da-npengelr-larandaiamrangkapelaksarraantugaspembantuan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal ?

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pendapatan berupa DanalKas

maupurl Barang yang diteiirna oleh Daerah Kabupaten Katingan yang

berasai bukan trri Apnr: Kabupaten Katingan yang digunakan untuk

melaksanakan kegiatan di Kai:upaten Katingan antara lain:

a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

b"'Iurgas Pernbantllan.

e . Llekonsentrasi

d. Program Nasional Pemberelayaan Masyarakat (PMPN) Mandiri'

e" L1ibah dari Dalam Negeri"

BAB III

Pelaporan

Pasal 3

(u SKPD yang menerima pendapatan BOS sebagaimana dimaksud dalam

pasal 2 huruf a, Laporan disampaikan kepada BUD berserta Dokumen

pendukungnya melalui SKPD Pendidikan'

(2) Petaporan anggaran Pendapatan BOS sebagaimana dimaksud pada pasal

(2) huruf a, menggunakan kode rekening lain-lain pendapatan daerah

yang sah-dana penyesuaian dan otonomi khr-rsus - Dana Penyesuaian

sebesar jumlah Realisasi'

pelaporan Anggaran Belanja BOS sebagaimana dimaksud pada pasal 2

huruf a. menggunakan kode rekening Belanja Langsung dana Bos

kemudian dikonversi ke Belanja Hibah pada LRA SAP sebesar

realisasinYa.

{3} Dalam hal penggunaan BOS bagr satuan pendidikan dasar negeri

menghasilkan asset tetap, kepala satuan pendidikan dasar negeri yang

bersangkutan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui

Kepala SKPD pendidikan Kabupaten'

(4) SKPD Pendidikan Kabupaten melakukan pencatatan barang milik

daerah berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai

peraturan perundang-undangan.

6



{5} Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten n:eiapcrkan realisasi penggunaan

dana BOS kepada BLID disertai bukti-}:ukti pengeluaran yal1g lengkap

dan sali. sesuai peraturan perundang-undangan'

(5) Pelaporan reaiisasi penggunaaR dana BCIs sebagaimana dimaksud pada

a3.at (5), menggunakan kode rekening Belanja Langsung - Belan"ja Dana

Bos unruk kemudian dikonversi ke Belanja Flibah pada LRA SAP

Pasal 4

(uSKPDyangmenerimapend.apatanDanaT\rgasPembantuan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, Laporan disampaikan

kepada BUD berserta Dokumen pendukungnya melalui SKPD yang

menerima Dana T\rgas Pembantuan'

(2) Pelaporan arlggararl sebagaimana dimaksud pada pasal (2' huruf b,

menggunakan kode rekening lain-lain pendapatan daerah yang sah-

Dana Hibah sebesar jumlah Realisasi'

Pelaporan Anggaran Belanja Dana Tlrgas Pembantuan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 2 huruf b, menggunakan kode rekening Belanja

Langsung dana Tlrgas Pembantuan kemudian dikonversi ke Belanja

Hibah pada LRA SAP sebesar realisasinya'

(3) Dalam hal penggunaan Dana T\rgas Pembantuan bagt SKPD yang

menerirna menghasilkan asset tetap, kepala SKPD yang bersangkutan

wajib menyampaikan laporan kepada Bupati '

(4) SKPD yang menerima Dana Tlrgas Pembantuan melakukan pencatatan

barang milik daerah berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) sesuai peraturan perundang-undangan'

(5) Kepala SKPD yang menerima Dana T\rgas Pembantuan melaporkan

realisasi penggunaan dana T\.rgas Pembatuan kepada BUD disertai

bukti-bukti pengelua:an yang lengkap dan sah sesuai peraturan

perundang-undangan.

(6) Pelaporan realisasi penggunaan dana Ttrgas Pembantuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5), menggunakan kode rekening Belanja Langsung

- Belanja Danra Tugas Pembantr.ran untuk kemudian dikonversi ke

Belanja Hibah Pada LRA SAP

Pasal 5

{u SKPD yang menerima pendapatan Dana Dekonsentrasi sebagaimana

dimaksud dalam pasal 2 huruf c, Laporan disampaikan kepada BUD

berserta Dokumen pendukungnya melalui SKPD yang menerima Dana

Dekonsentrasi.



{2} pelaporan anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal (2} huruf c,

menggunakan kode rekening LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG

SAH-DANA Hibah sebesar jumlah Realisasi'

Pelaporan Anggaran Belanja Dana Dekonsentrasi sebagaimana

dimaksud dalam pasal 2 huruf c, menggunakan kode rekening Belanja

Langsung dana Dekonsentrasi kemudian dikonversi ke Belanja Hibah

pada LRA SAP sebesar realisasinya'

(3) Dalam hal penggunaan Dana Dekonsentrasi bagi sKPD yang menerima

menghasilkan asset tetap, kepala SKPD yang bersangkutan wajib

menyampaikan laporan kepada Bupati '

(4) SKPD yang menerima Dana Dekonsentrasi meiakukan pencatatan

barang milik daerah berdasarkan laporan sebagairnana dimaksud pada

ayat (4) sesuai peraturan perundang-undangan'

(5) Kepala SKPD yang menerima Dana Dekonsentrasi melaporkan realisasi

penggunaall d.ana T\rgas Pembatuan kepada BUD disertai bukti-bukti

pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-

undangan.

{6} Pelaporan realisasi penggunaan dana Dekonsentrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat {5), menggunakan kode rekening Belanja Langsung

- Belanja Dana Dekonsentrasi untuk kemudian dikonversi ke Belanja

Hibah pada LRA SAP

Pasal 6

(1) SKPD yang menerima pendapatan Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM) Mandiri sebagaimana dimaksud daiam pasal 2

huruf d, Laporan disampaikan kepada BUD berserta Dokumen

pendukungnya melalui SKPD yang menerima Dana Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat {PNPM} Mandiri

(2) Pelaporan anggaran sebagairnana dimaksud pada pasal {21 huruf d,

menggunakan kode rekening lain-lain pendapatan daerah yang sah-dana

Hibah sebesar jumlah Realisasi.

pelaporan Anggaran Belanja Program Nasional Pemberdayaall

Masyarakata (PNPM) Mandiri menggunakan kode rekening Belanja

Langsung dana Frogram Nasional Pemberdayaall Masyarakat {PNPM}

Mandiri kemudian dikonversi ke Belanja Hibah pada LRA SAP sebesar

realisasinya.
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{3} Dalarn hal PenggLlnaan ilana

&dasyarakat (PNPM) Mar:eliri bagi

asset tetap, kePaia SKPD Yang

iaporan kePada BuPati .

Proggram Nasionatr Pemberdayaan

SPPD Jlang menerima menghasilkatl

bersangkutan rvajib menyampaikan

(4) SKPD yang menerima Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

{FNpM} Mandiri rnelakukan pericatatan barang milik daerah berdasarkan

laporan sebagaimana dimaksud pada ayat t4) sesuai peraturan

perr.rndang-undangan'

{5} Kepa-la SKPn yang menerir.na Dana Progrann Nasianal Pemberdayaart

MasSrarakat (pNpM) Ivlandiri meiaporkan realisasi penggunaan dana

Program Nasional Pernberdayaan Masyarakat (PNPN{) Mandiri kepada

BUD clisertai bukti-bukti pengeiuaran yang trengkap dan sal: sesuai

pei:aturan perund ang-undangan'

{6i pelaporan realisasi penggunaan dana Program Nasional Pemberdayaan

Nlasyarakat (PNPM) Mandiri sehagaimana dimaksud pada ayat (5),

menggunakan kode rekening Betanja Langsung - Belanja Dana Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) untuk kemudian dikonversi

ke Belanja Hitrah Pada LRA SAP

Fasal 7

{1 } SKPD yang menerima Hibah Dalam Negeri sebagaimana dimaksud

dalam pa-sai 2 huruf e, Laporan disampaikan kepada BUD berserta

Dokurnen pendukungnya melalui SKPD yang menerima Hibah Dalam

Negeri

{2} Feiaporan anggaran sebagaimana dirnaksud pada pasal {2\ huruf e,

rnenggu.nakan kode rekening lain-lain pendapatan daerah ya"g sah-dana

Hibah sei:esar jumlah Realisa-si.

pelaporan Anggaran Belanja Hibah sebagairnana cimaksud dalam pasal

2 huf e menggJunakan kode rekening Belanja Langsung dana Hiba'h

kemudian dikonversi ke Beianja Hibah pada LRA SAP sebesar

realisasinya.

{3} Dalam hal penggunaan Dana Hib,ah Dalarn Negeri bagi SPPD yang

rnenerima menghasilkan asset tetap, kepala SKPD yang bersangkutan

r,r.ajib menyampaikan laporan kepada Bupati '

{4} SKPD yang menerima Dana Hibah Dalam Negeri rnelakukan pencatatan

barang milik daerah berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada

avat {4) sesuai peraturan perundang-undangan'
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(5) Kepala SKPD yang menerima Dana Hibah Dalam Negeri melaporkan

realisasi penggunaan dana hibah dalam negeri kepada BUD disertai
bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan
perundang-undangan.

(6) Pelaporan realisasi penggunaan dana Hibah Dalam Negerii sebagaimana

dimaksud pada ayat (5), menggunakan kode rekening BELANJA HIBAH.

BAB IV

KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
padatanggal tr -8 -lon

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, lt - 6 -,o,{

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014 NOMOR Itr'

BUPATI KATINGAN

AHMAD YANTENGLIE

SEKRETARI

NIITODEMOS


